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REZKI ALVIONITASARI (B 111 08 319), Penanganan Tindak Pidana 
yang Dilakukan oleh Anak dengan Pendekatan Restorative Justice di 
Makassar. (dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing 
I dan Haeranah selaku pembimbing II).  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice di 
Makassar serta untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice di 
Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan 
Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Lembaga Perlindungan 
Anak Sul-Sel, LBH Makassar, LBH Apik Makassar, dan Yayasan LBH 
Makassar. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian 
diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran tentang tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak di Makassar telah banyak ditangani secara 
restorative justice oleh pihak polisi, lembaga perlindungan anak dan 
advokat yang peduli terhadap kepentingan dan masa depan anak. 
Beberapa kasus yang ditangani secara restorative justice ada yang 
berhasil (damai) namun ada pula yang gagal sehingga jalur peradilan 
masih menjadi jalan penyelesaian perkara terpopuler di kalangan 
masyarakat. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga 
negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan 
hak asasi manusia.1 Berdasarkan pertimbangan tersebut, lahir sebuah 
konstitusi yang bertujuan untuk menjaga hak-hak anak Indonesia, yakni 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Menurut undang-undang tersebut di atas, yang dimaksud perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Sudah selayaknya anak mendapat perilaku istimewa di dalam 
lingkungannya. Fisiknya yang lemah juga mentalnya yang masih labil 
mengharuskan setiap orang tua atau siapa saja menjaga anak tersebut 
dari perilaku buruk orang-orang di sekitarnya. Selain itu, juga penting 
menjadikan anak tersebut terhindar dari berbuat jahat atau nakal 
(melanggar aturan) yang bisa jadi menyeretnya ke dalam suatu perkara 
pidana. 
Hukum di Indonesia telah merumuskan aturan bagaimana menangani 
perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga proses serta 
                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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penanganannya dibedakan dengan proses dan penanganan orang 
dewasa. Namun, hukum yang ada sering mengusik rasa keadilan bagi 
anak yang berkonflik hukum tersebut. Dalam keadaan tertentu para 
penegak hukum menghukum anak pelaku tindak pidana dengan hukuman 
yang berat dibandingkan perbuatannya, alasannya karena keadilan 
namun tidak memikirkan masa depan anak tersebut. 
Pada umumnya tujuan dari pemidanaan (penjatuhan 
pidana/penghukuman) yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana 
(pembalasan), untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku serta 
memperbaiki diri pelaku tersebut. Namun seiring dengan perkembangan 
zaman dan pada praktiknya, tujuan tersebut seringkali tidak tercapai. 
Sebagian para pelaku justru mengulangi perbuatannya setelah keluar 
dari penjara, mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, dan 
semakin jahat setelah menjalani masa tahanan. Hal tersebut kemungkinan 
disebabkan oleh adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh pelaku pada 
saat hukumannya diputus oleh hakim, atau mendapatkan ilmu baru 
tentang kejahatan dari sesama narapidana di dalam tahanan. 
Kenyataan seperti gambaran di atas seharusnya dirumuskan jalan 
keluarnya oleh pemerintah dan penegak hukum, karena jika tidak maka 
bukannya menghukum pelaku agar memperbaiki diri justru melahirkan 
penjahat-penjahat baru yang lebih mengancam ketertiban dan keamanan 
masyarakat. Apalagi jika pelaku tindak pidana tersebut adalah tergolong 
3 
anak di bawah umur yang masa depannya masih panjang, selayaknya 
tidak merasakan pengalaman hidup di dalam tahanan. 
Peradilan yang khusus menangani perkara anak disebut peradilan 
anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Tata cara pelaksanaan 
sidang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang pada tahun 2014 mendatang digantikan oleh 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan hukum masyarakat sekarang. 
Kabar bahagia seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bulan Juli 2012 lalu 
adalah diterapkannya konsep diversi dan restorative justice sebagai salah 
satu metode penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. Hal tersebut 
tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara pidana anak agar dapat 
diselesaikan di luar jalur peradilan, sehingga anak tidak merasakan proses 
peradilan seperti pemeriksaan, penahanan, dan sidang di pengadilan. 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.2 Sedangkan 
restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara 
tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, 
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian 
                                                             
2 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, 
dan bukan pembalasan.3 
Pada dasarnya konsep pendekatan restorative justice telah 
dipraktikkan sejak lama dalam penyelesaian kasus anak, akan tetapi hal 
tersebut menjadi sulit dilakukan karena beberapa hambatan seperti 
penegak hukum yang secara normatif memandang hukum sehingga anak 
pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum. Semoga dengan 
dimasukkannya restorative justice di dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia membawa angin segar bagi perlindungan hak 
asasi anak sebagai calon generasi di setiap dimensi kehidupan. 
Mengenai hubungan antara kejahatan dan peradilan, Schultz 
menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah 
berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau 
kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi 
berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-
perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.4  
Syamsuddin Muchtar memberikan kesimpulan dari sebuah penelitian 
yang dilakukannya; penerapan sanksi terhadap anak di Pengadilan Negeri 
Makassar masih jauh dari prinsip perlindungan anak yaitu sanksi pidana 
sebagai the last resort. Hakim masih lebih dominan menerapkan sanksi 
pidana (penjara) dibandingkan dengan sanksi tindakan. Bahkan hakim 
                                                             
3
 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
4
 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, hlm. 50. 
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secara jelas melanggar ketentuan penerapan sanksi yang diatur dalam 
Undang-Undang Pengadilan Anak dengan menerapkan sanksi pidana 
penjara kepada tiga orang anak yang berumur belum mencapai 12 tahun, 
padahal anak yang belum berusia 12 tahun hanya dapat dikenakan sanksi 
tindakan.5 
Bersandar dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam mengenai hal tersebut dengan melakukan penelitian yang 
selanjutnya akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Penanganan Kasus Tindak Pidana yang 
Dilakukan oleh Anak dengan Pendekatan Restorative Justice di 
Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dan juga agar penulisan skripsi ini 
lebih terarah, maka dapat dirumuskan suatu masalah adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
dengan pendekatan restorative justice di Makassar? 
2. Bagaimana efektivitas penanganan tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak dengan pendekatan restorative justice di Makassar? 
 
 
                                                             
5
 Syamsuddin Muchtar, Sistem Sanksi Bagi Anak dan Implementasinya (Kajian dalam Perspektif 
Perlindungan Anak), Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 1, Nomor 2, Januari 
2012, hlm. 223-237. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan pendekatan restorative justice di Makassar. 
2. Untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice di 
Makassar. 
Sementara itu, kegunaan yang diharapkan penulis dalam penulisan 
skripsi ini adalah: 
1. Dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya 
bagian hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
wawasan kita utamanya di bidang perkara anak dan pendekatan 
restorative justice.  
2. Bagi kalangan praktisi hukum khususnya para penegak hukum, 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan utamanya 
dalam menangani suatu perkara pidana anak. 
3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran mengenai penanganan perkara tindak pidana anak yang 
dapat diselesaikan dengan konsep pendekatan restorative justice 
atau dengan kata lain, penanganan perkara pidana anak bisa 





E. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Dalam pendefinisian hukum seringkali terdapat berbagai macam 
pendapat, sama halnya pada definisi tindak pidana yang berasal dari kata 
Strafbaar feit (Belanda). 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu straf (diterjemahkan dengan 
pidana dan hukum), baar (diterjemahkan dengan dapat dan boleh) dan feit 
(diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan).6 
Di Indonesia, terdapat berbagai istilah dalam penerjemahan kata 
strafbaar feit, yang lazim digunakan oleh para penulis dan ahli hukum. 
Adami Chazawi telah merumuskan tujuh istilah terjemahan dari kata 
strafbaar feit, yakni; tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, 
perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, delik, dan 
perbuatan pidana. 
Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah 
tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan 
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”7 
sementara R. Tresna menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan 
                                                             
6
 Lihat Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1,Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69. 
7 Ibid., hlm. 72. 
8 
dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”8 
Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
Rumusan lain tentang istilah ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers, bahwa 
peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (wederrehcttelijk) 
yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”9 
Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana 
adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan 
delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.10 
Dalam kamus hukum yang disusun oleh M. Marwan dan Jimmy, 
disebutkan bahwa tindak pidana adalah “suatu perbuatan pidana yang 
dapat dijatuhi hukuman; Setiap perbuatan yang diancam hukuman 
sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP 
maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”11 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat 
diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu: 
a. unsur tingkah laku; 
b. unsur melawan hukum; 
                                                             
8 Ibid., hlm. 72-73. 
9 Ibid., hlm. 75. 
10 Chairul Huda, 2011, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan 
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 27. 
11 M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 608.  
9 
c. unsur kesalahan; 
d. unsur akibat konstitutif; 
e. unsur keadaan yang menyertai; 
f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. unsur objek hukum tindak pidana; 
j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.12 
Dalam KUHP yang sekarang berlaku tindak pidana dibedakan atas 
kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan 
pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua 
jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan 
adalah rechsdelikten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 
ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah 
dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 
tata hukum.13 
Pelanggaran sebaliknya adalah wetsdelikten, yaitu perbuatan-
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada 
undang-undang yang menentukan sebagai demikian.14 
 
                                                             
12
 Adami Chazawi, Loc.cit., hlm. 82. 
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 A. Fuad Usfa, 2006, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, hlm. 50-51. 
14 Ibid., hlm. 51. 
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F. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak 
Anak bukanlah manusia dalam bentuk mini. Seorang anak tidak 
bisa berpikir sebagaimana orang dewasa. Orang dewasa memahami 
benar dan salah, mampu menganalisa setiap perbuatannya dan mampu 
memprediksi akibat yang akan timbul atas perbuatannya. Sedangkan 
anak belum bisa berpikir demikian, tidak salah jika anak biasa disebut 
orang yang belum matang, secara fisik dan mental.  
Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau 
generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan 
(sexual intercross) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik 
dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.15 
Secara internasional, definisi anak tertuang dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak tahun 1989, Aturan 
Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan 
Peradilan Anak Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 
1948.16 
Batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia tidak seragam. Beberapa peraturan perundang-undangan 
tersebut, yakni: 
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt/BW) 
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 Surya Trenggana, 2011, Analisa Yuridis terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice bagi 
Anak Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
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Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa 
dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah 
kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (venia 
aetetis, Pasal 419 KUPdt) 
Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian 
anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 4517 dan 
Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu: 
Pasal 72 ayat (1) berbunyi: 
(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, 
dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam 
belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang 
di bawah penilikan (curetele) lain orang bukan dari sebab 
keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang 
berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil 
(dan seterusnya).” 
Pasal 28318 ayat (1) memberi batasan 17 tahun, yaitu: 
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000,- dihukum 
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 Pasal 45, 46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
18 Tentang kesopanan. 
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barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-
lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di 
tangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum 
dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa 
orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, 
atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan 
kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk 
mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika 
gambar, barang, dan cara itu diketahuinya (dan 
seterusnya).” 
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang 
batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) 
memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang 
belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang. 
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat 
(1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak 
adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak 
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Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa anak 
adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin. 
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU 
12/1995 ini bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak 
Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun. 
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah 
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Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
- Hukum Adat dan Yurispridensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 
Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut 
anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut 
seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka 
ragam istilahnya. Misalnya: telah kuat gawe, akil baliq, menek 
bajang, dan lain sebagainya. 
Sedangkan menurut Yurispridensi Mahkamah Agung yang 
berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan 
umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) seperti Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 
dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. 
Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua Puluh) tahun 
seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 
tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy 
Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan 
Edward Panggabean.19 
Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang berbunyi; “Anak adalah orang yang dalam perkara 
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 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 
hlm. 3-7. 
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Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
Batasan usia anak pada Undang-Undang Pengadilan Anak di atas 
tidak berlaku lagi setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
1/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan batas usia anak adalah antara 12 
(dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. 
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak20 memberikan batasan bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum yakni antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan 
belas) tahun, sedangkan bagi anak sebagai korban dan saksi tindak 
pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Dari sekian banyak pengertian anak dan batasan mengenai usia anak 
dalam peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini, penulis 
mengartikan anak sebagaimana putusan MK yakni antara umur 12 (dua 
belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. 
 
 
                                                             
20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PIdana Anak adalah undang-
undang yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Pada Bab XIV Ketentuan Penutup, 
Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan 
bahwa; “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
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Pasal 108; “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
diundangkan.” 
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G. Tindak Pidana Anak 
Pada dasarnya tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Meskipun statusnya sebagai pelaku dalam kasus 
tindak pidana atau biasa diistilahkan dengan anak berkonflik hukum, 
namun anak tetap harus dilindungi. 
Anak sebagai pelaku tindak pidana juga dikaitkan dengan istilah “anak 
nakal”, yang asal katanya dari juvenile delinquency (Latin). Secara 
etimologis juvenile delinquency adalah kejahatan anak. Dan apabila 
menyangkut subjek atau pelakunya, maka juvenile delinquency berarti 
penjahat anak atau anak jahat.21 
Lebih lanjut, juvenile delinquency menurut Kartini Kartono ialah 
perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; 
merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan 
remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga 
mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.22 
Sementara dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan mengenai anak pelaku tindak 
pidana sebagai berikut; 
Anak Nakal adalah: 
a. anak yang melakukan tindak pidana; atau 
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 Tolib Setiady, Op.cit., hlm. 176.  
22 Kartini Kartono, 2010, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6. 
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b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
Wujud kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anak nakal 
contohnya adalah mencuri, perkelahian/tawuran antargang atau 
antarsekolah, kebut-kebutan di jalan raya sehingga mengancam 
keselamatan jiwa orang lain, minum minuman keras, berjudi bahkan 
kejahatan seksual seperti pemerkosaan. 
H. Sejarah Lahirnya Hukum Peradilan Anak 
Sebelum mengkaji proses peradilan pidana anak, ada baiknya kita 
menengok sejarah lahirnya hukum yang mengatur jalannya sistem 
tersebut. Sejak puluhan tahun yang lalu, bangsa Indonesia sudah 
merumuskan berbagai peraturan mengenai anak. Seperti perlindungan 
terhadap anak, kesejahteraan anak, hak-hak anak yang diratifikasi dari 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga larangan anak 
untuk bekerja. 
Mengenai aturan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak 
yang melanggar hukum dalam artian sebagai pelaku, korban, maupun 
anak sebagai saksi tindak pidana, melalui perjalanan yang cukup panjang. 
Dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam 
beberapa pasalnya seperti Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 memberikan 
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perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya 
Pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain-lain 
memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur, dengan 
memperberat hukuman, atau mengkualifikasi sebagai tindak pidana 
perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya 
tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang 
dewasa.23 
Selanjutnya, Menteri Kehakiman RI, dengan peraturan No.: M.06-UM. 
01 Tahun 1983, tanggal 16 September 1983 mengatur tata tertib 
persidangan anak. Dalam konsiderannya dikatakan, ketentuan ini 
diberlakukan sambil menunggu Undang-undang tentang peradilan anak 
yang akan mengatur masalah tersebut. Pasal 10 peraturan itu 
mengatakan, sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam 
hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan pemeriksaan 
dilakukan dengan Hakim Majelis. Pemeriksaan dilakukan dengan pintu 
tertutup, sementara putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum. Hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum (Pasal 11) 
bersidang tanpa toga, dan pemeriksaan dilakukan dengan kehadiran 
orang tua/wali/orang tua asuh.24 
Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. : 6 Tahun 1987, tanggal 
17 November 1987 juga mengatur Tata Tertib Sidang Anak. Mahkamah 
Agung mengharapkan ketua pengadilan di seluruh Indonesia menunjuk 
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 Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4-5. 
24 Ibid, hlm. 6-7. 
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sedikitnya 2 (dua) orang hakim di setiap Pengadilan Negeri yang 
mempunyai perhatian terhadap masalah tindak pidana anak, di samping 
tugasnya sehari-hari sebagai hakim biasa juga dibebani tugas khusus 
memeriksa perkara-perkara tindak pidana yang terdakwanya anak-anak.25 
Untuk merealisasi lahirnya undang-undang peradilan anak di 
Indonesia, pada tanggal 10 November 1995 pemerintah dengan Amanat 
Presiden No.:R.12/PU/XII/1995 mengajukan Rancangan Undang-Undang 
Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat 
pembahasan dan persetujuannya. RUU ini juga diprakarsai oleh 
Departemen Kehakiman RI.26 
Akhirnya setelah mendapat perubahan, pada tanggal 19 Desember 
1996, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui RUU Peradilan 
Anak disahkan menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak. 27 
Diundangkan pada tanggal 3 Juni 1997 oleh pemerintah dengan nama 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Diterbitkannya Undang-Undang Pengadilan Anak, antara lain ditujukan 
untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan 
pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan 
hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.28 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini, peradilan anak 
dapat segera dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Ketentuan-ketentuan 
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 Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, hlm. 116. 
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yang tidak diatur dalam Hukum Acara Peradilan Anak ini, maka ketentuan-
ketentuan KUHAP berlaku bagi Peradilan Anak sebagaimana ditentukan 
oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.29 
Ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak pada dasarnya 
mengandung kelemahan, karena kekhususan penanganan anak yang 
menjadi konsideran lahirnya UU tersebut, ternyata dalam praktiknya, 
justru menjadikan proses pemidanaan anak melahirkan penderitaan psikis 
bagi anak pelaku.30 
Oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak dianggap memiliki banyak kelemahan, maka pada 
tanggal 30 Juli 2012, di Jakarta, disahkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan 
menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak pada tahun 2014 nanti. 
I. Proses Peradilan Pidana Anak 
1) Penyelidikan dan Penyidikan 
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”31 
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Bandung, hlm. 21-22. 
30 Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed), 2011, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai 
Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 442. 
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 Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya 
disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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Pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut 
Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia. 
Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana agar 
dilakukan tahap penyelidikan adalah melalui pengaduan,32 
laporan,33 atau tertangkap tangan.34 Dengan diadakannya 
penyelidikan, dapat membuktikan apakah tindakan tersebut 
merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan. Apabila ditemukan 
bukti telah terjadi suatu tindak pidana, maka tahapan selanjutnya 
yakni penyidikan. 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya.”35 Pihak yang melakukan penyidikan 
disebut penyidik, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia 
atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang. 
                                                             
32 Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada 
pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak 
pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 butir 25 KUHAP). 
33 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau 
diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 butir 24 KUHAP). 
34 Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak 
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat 
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan 
tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau 
membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 butir 19 KUHAP). 
35 Pasal 1 butir 2 KUHAP. 
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Wewenang penyidik dalam penanganan perkara pidana 
yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut; 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 
dan penyitaan. 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
i. mengadakan penghentian penyidikan; 
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, ada beberapa hal 
yang perlu diingat, yakni; 
23 
- penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib 
dirahasiakan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 42 ayat (3) UU 
Pengadilan Anak.36 
- penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana 
kekeluargaan. (Pasal 24 ayat (1)). 
- dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik 
wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta 
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan 
jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. (Pasal 
42 ayat (2)). 
- dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya 
dipisah.37 
- Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berpedoman pada 
ketentuan KUHAP, karena dalam Pasal 41 dan Pasal 42 
Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak mengatur sedikit pun 
tentang pemberkasan perkara anak. Artinya, ketentuan tentang 
pemberkasan perkara anak dikembalikan kepada ketentuan 
KUHAP sebagai ketentuan umumnya.38 
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 Nashriana, Op.cit., hlm. 118. 
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 Ibid., hlm. 120. 
38 Ibid., hlm. 121. 
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Penangkapan terhadap Anak 
Biasanya awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan 
tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga 
melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk 
kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan. 
Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan 
menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN).39 
Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan adalah 
sebagai berikut: 
a. Syarat Formil: 
1) dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh penyelidik 
atas perintah penyidik; 
2) dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari 
penyidik; 
3) menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada 
tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.40 
b. Syarat Materiil: 
1) Ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). 
Bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan 
Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa: keterangan saksi, 





keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan 
terdakwa. Sementara hal-hal yang secara umum 
sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi; 
2) Penangkapan paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) 
KUHAP). Penangkapan hanya bisa dilakukan untuk 
paling lama satu kali 24 jam, oleh karena itu apabila 
tenggang waktu itu sudah terlewati, maka 
penangkapan itu berubah menjadi penahanan. 
Dalam hal penangkapan anak ini, polisi memperhatikan hak-
hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, 
seperti: 
a. perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah. 
b. perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan 
tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa. 
c. saat melakukan penangkapan segera memberitahukan 
orang tua dan walinya. 
d. anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang 
tua atau walinya. 
e. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum 
yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat 
berdasar pada asas kewajiban. 
f. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai 
tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan 
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kontak atau tahap pertama pertemuan dengan polisi. 
Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan 
anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan 
dibawanya seumur hidup.41 
Penahanan terhadap Anak 
Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat 
dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan 
maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang 
bukti atau tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan penahanan 
dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam dengan 
minimal 5 (lima) tahun.42 
Penahanan itu sendiri sesuai dengan Pasal 22 KUHAP 
dapat berupa: 
a. ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat 
meliputi: 
1) Lembaga Pemasyarakatan 
2) Kantor Polisi 
3) Kantor Kejaksaan 
4) dan lain-lain 
b. Tahanan Rumah, ataupun 
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 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restoratif Justice, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 86-87. 
42 Nashriana, Loc.cit., hlm. 126-127. 
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c. Tahanan Kota (Pasal 22 KUHAP).43 
Untuk menahan seorang anak, alasan penahanannya harus 
mempertimbangkan kepentingan si Anak dan kepentingan 
masyarakat, yang harus dinyatakan tegas dalam Surat Perintah 
Penahanan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Pengadilan Anak, 
penyidik anak dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari. 
Apabila penyidik menganggap bahwa pemeriksaan belum selesai, 
penyidik dapat meminta perpanjangan kepada Penuntut Umum 
paling lama 10 hari. Dan apabila dalam waktu tersebut 
pemeriksaan belum selesai dilakukan, maka anak harus 
dikeluarkan demi hukum.44 
2) Penuntutan 
Setelah melalui proses penyidikan, berkas perkara kemudian 
dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. 
Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, yakni jaksa yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim. Pasal 14 KUHAP mengatur 
mengenai peran dan tugas penuntut umum, sebagai berikut: 
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu; 
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b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan 
pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 
10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam 
rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan 
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah 
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh 
penyidik; 
d. membuat surat dakwaan; 
e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang 
disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun 
kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan; 
g. melakukan penuntutan; 
h. menutup perkara demi kepentingan umum; 
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan 
tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut 
ketentuan undang-undang ini; 
j. melaksanakan penetapan hakim. 
Melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan 
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Penuntut umum anak yang diberi tugas untuk melakukan 
penuntutan terhadap tersangka anak nakal, selanjutnya 
melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri disertai dengan 
surat dakwaan. Pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan 
penuntut umum dengan surat Pelimpahan Perkara dengan 
permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili perkara 
tersebut. Dalam pelimpahan itu, penuntut umum juga menyerahkan 
barang bukti ke pengadilan. Setelah perkara dilimpahkan, penuntut 
umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara 
tersebut yang segera akan dikirim ke pengadilan.45 
3) Persidangan di Pengadilan 
Dalam proses penerapan hukum, struktur peradilan pidana 
anak yang terakhir adalah hakim pemutus perkara anak nakal, di 
mana UU Pengadilan Anak menentukan bahwa hakim pemutusnya 
adalah hakim anak.46 
Sesuai Pasal 55 UU Pengadilan Anak, dalam perkara anak 
nakal, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing 
kemasyarakatan (PK), orang tua/wali/orang tua asuh, dan saksi 
wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan 
tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak 
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dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua 
asuhnya.47 
Mengenai tata ruang sidang pengadilan anak, berdasarkan 
Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 
Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib 
Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas 
tiga bagian, yakni; 
a. ruangan untuk tempat hakim, panitera, dan rohaniawan; 
b. ruangan untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, 
pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi dan orang 
tua, wali atau orang tua asuhnya; 
c. ruangan untuk umum. 
Beberapa hal yang menjadi pembeda antara persidangan 
anak dengan persidangan orang dewasa adalah para penegak 
hukum pada saat persidangan seperti hakim, penuntut umum, dan 
penasihat hukum tidak memakai toga melainkan pakaian biasa. Hal 
ini disengaja agar anak tidak merasa takut dan agar suasana 
persidangan terkesan bersifat kekeluargaan. 
Sidang anak juga disidangkan dengan hakim tunggal apabila 
tindak pidana yang disidangkan ancaman hukumannya lima tahun 
ke bawah dan pembuktiannya mudah. 
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Dalam hal laporan pembimbing kemasyarakatan (PK), 
sesuai Pasal 56 UU Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, 
hakim memerintahkan kepada PK agar menyampaikan hasil 
penelitian kemasyarakatan (LitMas) mengenai anak yang 
bersangkutan.48 Laporan tersebut memuat data individu anak dan 
data keluarga anak yang bersangkutan serta kesimpulan atau 
pendapat dari PK tersebut. 
Selanjutnya hakim membuka sidang terbuka untuk umum.49 
Terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang 
tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing 
kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi 
oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan 
pembimbing kemasyarakatan.50 
Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, 
dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum 
membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada 
terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk 
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mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut 
umum.51 
Pada tingkat pemeriksaan saksi, terdakwa boleh tidak 
menghadiri sidang atau dibawa keluar dari ruang sidang. 
Alasannya, untuk menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi 
jiwa anak. Hakim dapat mempertimbangkan apakah keterangan 
saksi dapat mempengaruhi kejiwaan anak tersebut atau tidak, jika 
tidak maka anak tersebut tetap mengikuti sidang. 
Putusan Hakim 
Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan 
kesempatan kerja kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk 
mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak 
(Pasal 59 ayat (1) UU Pengadilan Anak). 
Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan 
hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan 
sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka 
untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui 
seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.52 
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J. Restorative Justice 
Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu model 
pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya 
penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai 
pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini 
menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan 
masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari 
kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, 
akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak 
mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.53 
Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran 
paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam 
sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada 
saat ini. PBB melalui basic principles yang telah digariskannya menilai 
bahwa pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang dapat 
dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan 
dengan pandangan G.P.Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik 
kriminal harus rasional (a rational total of the responses to crime). 
Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dapat 
dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang 
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bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan 
pidana yang ada saat ini.54 
Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan restorative 
justice system sebagai suatu proses di mana semua pihak yang 
berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk 
memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di 
masa yang akan datang.55 
Menurut Tony Marshall, restorative justice adalah seperangkat 
prinsip mendefinisikan restorative justice sebagai pendekatan 
penyelesaian masalah kejahatan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait 
(pelaku dan korban), komunitas umumnya, serta (melalui) hubungan yang 
aktif dengan pihak-pihak (penegak hukum) yang berwenang.56 
Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan 
oleh Toni Marshall dalam tulisannya “Restorative Justice an Overview,” 
dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative Justice a 
Vision For Hearing and Change” yang mengungkapkan lima prinsip kunci 
dari restorative justice yaitu57: 
1. restorative justice mengandung partisipasi penuh dan 
consensus; 
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2. restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau 
kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; 
3. restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung 
dari pelaku secara utuh; 
4. restorative justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga 
masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan 
kriminal; 
5. restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat 
agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. 
Wright.M. menjelaskan bahwa konsep restorative justice (keadilan 
restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi 
berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik 
secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan 
itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan 
mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga 
dan masyarakat bila diperlukan.58 
Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana 
merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat 
internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada 
perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalah Anak 
Berkonflik Hukum (ABH). Sistem peradilan anak yang sekarang 
berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada 
                                                             
58 DS. Dewi, Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia. 
36 
pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian 
ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada negara yang 
didelegasikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). 
Pelaku (ABH) dan korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan.59 
Jim Consedine, salah seorang pelopor restorative justice dari New 
Zealand, berpendapat bahwa konsep keadilan retributif dan restitutif yang 
berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, 
dan pengerusakan harus digantikan oleh restorative justice (keadilan 
restoratif) yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi 
dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan.60  
Howard Zehr membandingkan antara retributive justice dengan 
restorative justice, sebagai berikut: 
1. Retributive justice memfokuskan pada perlawanan terhadap 
hukum dan negara, sedangkan restorative justice pada 
pengerusakan atau kekerasan terhadap manusia yang 
berhubungan dengannya. 
2. Retributive justice berusaha mempertahankan hukum dengan 
menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, 
sedangkan restorative justice mempertahankan korban dengan 
memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban 





pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat 
yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-
masing. 
3. Retributive justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses 
peradilan formal, sedangkan restorative justice melibatkan 
korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk 
mencari penyelesaian. 
4. Dalam retributive justice korban hannya merupakan bagian 
pelengkap, sedangkan dalam restorative justice korban adalah 
posisi sentral. 
5. Dalam retributive justice posisi masyarakat diwakili oleh negara, 
sedangkan restorative justice masyarakat berpartisipasi aktif.61 
Di Indonesia, yang dimaksud restorative justice adalah suatu 
penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga 
mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara 
bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan 
implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 
semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum 
dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan 
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Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia.62 
Konsep pendekatan restorative justice system menjadi sangat 
penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. restorative 
justice setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to 
restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang 
bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan 
tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap 
belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.63 
Beberapa kelebihan dari restorative justice dipaparkan Eva Achjani 
Zulfa dalam tulisannya “Restorative Justice di Indonesia” adalah: 
a. memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik 
korban, pelaku maupun masyarakat umum. Bentuk-bentuk ganti 
rugi yang nyata dalam bentuk pengembalian barang yang dicuri, 
perbaikan kendaraan, hingga pemberian uang duka dalam hal 
korban meninggal dunia, menjadi realita. 
b. mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan 
restorative justice memberikan peran masyarakat yang lebih 
luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil 
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kesepakatan. Misalnya, memantau pertanggungjawaban 
pelaku. 
c. Proses penanganan perkara dengan restorative justice dapat 
dilakukan secara cepat dan tepat karena tidak melalui prosedur 
birokrasi yang berbelit-belit (terutama yang diselesaikan di luar 
lembaga pengadilan).64 
Restorative justice pada dasarnya dapat dilakukan dengan diskresi 
dan diversi. Diskresi merupakan kewenangan kepolisian secara legal 
untuk meneruskan atau menghentikan suatu perkara. Sedangkan diversi 
adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga 
melakukan tindak pidana. Tujuan memberlakukan diversi adalah 
menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak 
sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas 
kesalahannya.65 
Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa, “Diversi adalah 
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 
dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa restorative justice 
atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 
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yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan. 
Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses 
peradilan berjalan; sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika perkara 
tersebut masih di tangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif 
kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan 
upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau 
prinsip pendekatan restorative justice.66 
Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hakim 
misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan 
prinsip restorative justice. Bahkan ada kemungkinan di tengah proses 
peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip 
restorative justice. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka 
restorative justice tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan 
mencapai “win-win solution” seperti dalam perkara keperdataan.67 
Agar dapat ditempuh jalan penyelesaian perkara pidana dengan 
pendekatan restorative justice, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku; 
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2. Persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan 
untuk memaafkan pelaku; 
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan 
penyelesaian secara musyawarah dan mufakat; 
4. Kualifikasi tindak pidana ringan; 
5. Pelaku belum pernah dihukum.68 
Sejarah konsep restorative justice sebenarnya telah dipraktikkan 
selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di 
Indonesia praktik secara restorative justice ini juga telah dilakukan yang 
dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau adat. Proses 
Victim Offender Mediation (salah satu jenis konsep restorative justice) 
pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan 
Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.69 
Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara 
New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan 
pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara 
tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand 
yaitu bangsa Maori. Sedangkan proses restorative justice Circles pertama 
kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada dan yang terakhir proses 
                                                             
68
 Ibid. 
69 Surya Trenggana, Op.cit., hlm. 15. 
42 
Reparative Board/Youth Panels, program ini mulai dilaksanakan di negara 
bagian Vermont pada tahun 1996.70 
Penjelasan mengenai beberapa istilah di atas yang sekaligus 
merupakan jenis-jenis restorative justice, yakni: 
1. Victim Offender Mediation (VOM); mediasi antara pelaku dan 
korban, yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan 
antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai 
koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.71 
2. Family Group Conferencing; forum yang sama dengan VOM, 
namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan 
penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban 
langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung 
(secondary victim), seperti keluarga atau kawan dekat korban 
serta keluarga dan kawan dekat pelaku.72 
3. Circles; lebih luas dibandingkan dengan dua bentuk 
sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, 
keluarga, atau mediator saja tapi juga masyarakat yang merasa 
berkepentingan dengan perkara tersebut.73 
4. Reparative Board/Youth Panels; melibatkan pelaku, korban, 
masyarakat, mediator, dan juga hakim dan jaksa serta pembela 
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bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku 
dan ganti rugi korban atau masyarakat.74 
Dalam hukum negara kita juga telah mengupayakan 
perkembangan konsep restorative justice ini, terbukti dengan beberapa 
kebijakan penegak hukum terkait penerapan restorative justice, di 
antaranya: 
a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1959, 
menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara 
tertutup. 
b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, 
tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak. 
c. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang 
Penuntutan terhadap Anak. 
d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-
532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis 
Penuntutan terhadap Anak. 
e. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos dan DitPas 
DepKumHam RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum. 
f. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI 
MA/Kumdiil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN 
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mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus 
untuk anak yang akan disidangkan. 
g. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari 
penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan 
dari pada penjara, 16 Juli 2007. 
h. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang 
pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau 
korban TP. 
i. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 
dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi 
dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku 
dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak 
baik sebagai pelaku, korban atau saksi. 
j. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 
12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009, 
Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, 
Departemen Agama RI Nomor: 06/XII/2009, dan Kepolisian 
Negara RI Nomor: B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan 
Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 
tanggal 15 Desember 2009. 
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k. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa 
Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan 
HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak RI, Nomor 166/KMA/SKB/XII/2009, 
No.148A/A/JA/12/2009, No.B/45/XII/2009, No.M.HH-08 
HM.03.02 tahun 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009, No. 
02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang 
Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.75 
l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang akan berlaku pada tanggal 30 Juli 
2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. 
Dalam pelaksanaannya, konsep pendekatan restorative justice di 
berbagai negara menunjukkan beberapa keberhasilan, namun sering juga 
ditemui hambatan atau tantangan. 
Hambatan yang dialami oleh beberapa negara dalam pelaksanaan 
restorative justice di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius yang 
dilakukan oleh anak. Kebanyakan pelanggaran serius yang dilakukan 
anak di negara Canada akan dikembalikan ke peradilan formal untuk 
mendapatkan hukuman penjara.76 Untuk tipe pelaku tertentu restorative 
justice bukan merupakan pilihan yang tepat, menurut Umbreit tidak semua 
                                                             
75
 DS. Dewi, Op.cit. 
76 Marlina, 2009, Op.cit., hlm. 228. 
46 
atau ada beberapa tindak pidana serius atau pelaku tertentu yang harus 
diasingkan dari lingkungan dengan alasan keamanan umum.77 
Adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat 
terhadap pelaksanaan restorative justice pada kasus-kasus yang berat. 
Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku anak setelah 
menjalani proses restorative justice membuat pertanyaan masyarakat 
apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku 
yang sama.78 
Pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan dengan 
kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik 
memfasilitasi/memediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan 
menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan.79 
Menurut John Braithwaite, restorative justice tidak dapat dilakukan 
dalam hal ada satu atau lebih dari pihak utama tidak ikut serta atau tidak 
berpartisipasi, diabaikan dan diwakilkan dalam jalannya proses. 
Sebaliknya restorative justice akan berhasil apabila pihak utama dapat 
menyampaikan aspirasinya dengan baik, jujur tanpa paksaan dan 
intimidasi, serta diberi mandat untuk aktif dalam proses negosiasi untuk 
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merumuskan sebuah penyelesaian yang dapat diterima dan benar bagi 
semua pihak.80 
Marlina merumuskan beberapa hambatan dari restorative justice, 
sebagai berikut: 
1. Memasukkan peraturan restorative justice dalam sistem hukum 
secara lengkap. 
2. Seringnya terjadi re-offending atau pelanggaran kembali oleh 
pelaku yang telah menjalani restorative justice. 
3. Keberhasilan dari proses restorative justice sangat tergantung 
dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan. 
4. Sangat sulit untuk menghindarkan anak dari pemidanaan 
secara retributive justice apabila melakukan pelanggaran yang 
sangat serius. Banyak orang yang menganggap restorative 
justice adalah keadilan yang lunak (soft justice). Restorative 
justice dapat dilaksanakan secara teori untuk semua kasus, tapi 
sangat sulit dalam praktiknya untuk kasus-kasus yang serius.81 
5. Pemahaman masyarakat tentang proses restorative justice dan 
tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya. 
6. Kemampuan mediator sangat mempengaruhi proses restorative 
justice dan petugas yang terlalu campur tangan dalam 
keputusan. 
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7. Lembaga mediasi yang terlalu banyak membuat aparat hukum 
seperti polisi dan jaksa terlalu mudah menyerahkan kasus yang 
ditanganinya pada proses mediasi.82 
  





A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis meneliti di kota Makassar dengan memilih 
tempat di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan 
Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, penulis juga meneliti di beberapa 
lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Apik 
Makassar, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian dengan pihak-pihak yang terkait 
atau pengamatan langsung di lapangan. 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan mengkaji literatur seperti buku, majalah/jurnal, 
dokumentasi, arsip, data resmi dari pemerintah, makalah ilmiah, 
dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah para ahli 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk melengkapi bahan penelitian, teknik yang akan dilakukan dalam 
pengumpulan data adalah: 
1) Penelitian lapangan berupa wawancara atau interview, yaitu tanya 
jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait yaitu pihak 
kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, dan aktivis perlindungan anak 
dengan penelitian dan dianggap dapat memberikan keterangan 
yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini; 
2) Penelitian pustaka (library research), yaitu mengkaji literatur yang 
ada seperti buku, majalah/jurnal, dokumentasi, arsip, data resmi 
dari pemerintah, makalah ilmiah, dan peraturan perundang-
undangan serta tulisan ilmiah para ahli lainnya baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 
D. Analisis Data 
Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder 
kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif yakni menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dan 
Penanganannya 
Jumlah anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum 
sebanyak 42.854 anak (Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan 
Ham, 2008). Dari jumlah tersebut 43% kasus anak ada di Sulawesi 
Selatan (tahun 2008 sebanyak 271 kasus dan tahun 2009 sebanyak 235 
kasus), dengan sebaran kasus yaitu Makassar 43%, Bone 10%, dan 
Gowa 11%.83 
Makassar menjadi kota dengan jumlah kasus anak sebagai pelaku 
terbanyak di Sulawesi Selatan, yakni 43% dari 358 kasus terlaporkan 
tahun 2009 (LPA Sulawesi Selatan, 2011).84 
Kurang lebih 70% ABH, sebagai pelaku dengan tindak pidana 
ringan, seperti pencurian dan perkelahian. Dari 69 kasus ABH sebagai 
pelaku pada 4 Polsek di kota Makassar sepanjang tahun 2007-2011, 
terdapat 15 kasus merupakan pidana berat, seperti pembunuhan, 
pencurian dengan kekerasan, dan pencabulan (LPA Sul-Sel & BPPKB 
Sul-Sel 2011). Namun terdapat banyak kasus pidana ringan yang diproses 
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secara hukum, dan dimulai dari penangkapan, penahanan, dan 
pemenjaraan anak.85 
Tabel 1 
Data Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Sulawesi Selatan 
(2008-2011) 
No. Jenis Kasus 
Tahun 
Jumlah 
2008 2009 2010 2011 
1. Pencurian 168 124 131 134 557 
2. Perbuatan Cabul/Pelecehan  21 27 33 41 122 
3. Pemerkosaan 19 21 29 32 101 
4. Narkoba 17 21 20 32 90 
5. Membawa Senjata Tajam 17 8 6 9 40 
6. Perjudian 9 7 8 11 35 
7. Lain-Lain* 6 9 6 9 30 
8. Penganiayaan 10 3 7 3 23 
9. Tabrakan 4 3 4 6 17 
10. Membawa Lari Anak Perempuan 5 2 4 3 14 
11. Pembunuhan 1 6 2 3 12 
12. Pengancaman 3 4 - - 7 
13. Penggelapan/Penipuan - - - 2 2 
14. Pencurian dengan Kekerasan - - - 2 2 
15. Pemalsuan - - - 1 1 
16. Pengerusakan/Pembakaran Rumah 1 - - - 1 
Jumlah 281 235 250 287 1053 
Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
*Membawa/menyebarkan gambar porno, pencemaran nama baik. 
Berdasarkan data di atas, tingkat kriminalitas anak-anak di 
Sulawesi Selatan meningkat sejak tahun 2009. Tercatat tindak pidana 
yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan jumlah 
kasus sebanyak 557 (tahun 2008-2011). Disusul perbuatan cabul 
sebanyak 122 kasus dan pemerkosaan 101 kasus. Data tersebut semakin 
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menjelaskan betapa persoalan ini perlu mendapatkan perhatian dari 
seluruh pihak. 
Dari sejumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 
hanya sedikit yang tidak diproses di pengadilan. Menurut M. Ghufron dari 
Lembaga Perlindungan Anak Sul-Sel ketika diwawancarai, 31 Oktober 
2012, sangat sedikit kasus-kasus ringan yang diberhentikan pada tingkat 
kepolisian. Hal tersebut juga diakui oleh Aswandi dari Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar, bahwa semua kasus anak yang ditangani oleh mereka, 
semuanya dilanjut sampai ke pengadilan. 
Keduanya berasumsi bahwa pihak kepolisian harus lebih sensitif 
menangani perkara anak. Meskipun polisi sering menawarkan solusi 
damai bagi pihak pelaku dan korban, namun selama ini polisi berlaku 
normatif dengan tetap melanjutkan setiap kasus anak yang dilaporkan. 
Salah satu contoh ketidakpekaan polisi terhadap pelaku anak 
terjadi di Kabupaten Luwu, yakni kasus yang ditangani oleh LBH 
Makassar. Seorang anak ditahan oleh polisi dan kasusnya dilanjutkan ke 
tahap penuntutan padahal korban telah memaafkan pelaku dan telah ada 
perdamaian di antara korban dan pelaku. 
Undang-Undang Pengadilan Anak telah memberikan batasan masa 
penahanan anak adalah paling lama 30 hari namun pada faktanya banyak 
anak-anak yang ditahan sejak penyidikan hingga penuntutan. Seperti 
yang dikemukakan oleh LPA Sul-Sel bahwa pada saat hakim memutus 
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terdakwa anak, biasanya membebaskan dengan alasan pelaku adalah di 
bawah umur, namun sama saja dengan memenjarakan anak karena 
sebelumnya anak telah menjalani masa tahanan di kantor polisi. 
Penanganan perkara dengan pelaku anak yang tidak efektif juga 
disebabkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA yang 
khusus menangani kasus anak dan perempuan, hanya terbentuk di Polda 
Sul-Sel dan Polrestabes Makassar. Sementara kasus anak banyak yang 
dilaporkan dan diproses di Polsek-Polsek seluruh Makassar. 
Pada tahap persidangan, berdasarkan data yang diperoleh dari 
Pengadilan Negeri Makassar, sejumlah 933 perkara pidana yang 
dilakukan oleh anak diputus di pengadilan tersebut (tahun 2008-2011). 
Dari jumlah tersebut, 40 di antaranya dikenakan sanksi tindakan dan 893 
lainnya mendapatkan sanksi pidana. 
Tabel 2 
Data Sanksi Putusan Hakim terhadap Perkara Anak yang Diputus 






2008 2009 2010 2011 
1. Pidana 151 264 220 258 893 
2. Tindakan 2 13 - 25 40 
Jumlah Kasus 153 277 220 283 933 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (setelah diolah) 
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Sanksi tindakan yang diputus kepada terdakwa di antaranya 
dikembalikan ke orang tua, dijadikan anak negara dan menetap di Panti 
Sosial Marsudi Putra Toddopuli, diserahkan ke Dinas Sosial atau 
Lembaga Pemasyarakatan Pare-Pare. Sementara sanksi pidana yang 
dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana penjara ditambah denda. 
Berikut adalah data perkara anak yang diputus di persidangan oleh 
Pengadilan Negeri Makassar terhitung pada tahun 2008-2011; 
Tabel 3 
Data Perkara Pidana Anak yang Diperiksa dan Diputus oleh 
Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2008-2011 
No. Delik 
Tahun Jumlah 
2008 2009 2010 2011 
1. Pencurian 102 131 121 142 496 
2. Penganiayaan  14 54 34 46 148 
3. Pengeroyokan/Turut Campur dalam Perkelahian 6 24 28 27 85 
4. Kejahatan terhadap Keamanan Negara - 1 12 39 52 
5. Perjudian  3 27 - 1 31 
6. Terlibat dalam Pelanggaran  10 10 - - 20 
7. Karena Kesalahan Mengakibatkan Orang Mati/Luka 4 8 4 1 17 
8. Penghinaan 4 4 2 4 14 
9. Terlibat dalam Pembunuhan - 2 3 2 7 
10. Merusak Barang - - 5 2 7 
11. Terlibat dalam Persekongkolan Jahat  - 3 2 2 7 
12. Penggelapan 1 1 2 1 5 
13. Melarikan Perempuan  3 1 - - 4 
14. Perbuatan Cabul  2 1 - 1 4 
15. Perbuatan tidak Menyenangkan 1 1 1 - 3 
16. Pemerasan - - 1 2 3 
17. Penggunaan Uang Palsu  - - - 2 2 
18. Pemerkosaan - 1 1 - 2 
19. Narkotika 1 - - - 1 
20. Penghinaan Terhadap Presiden/Wapres - - 1 - 1 
21. Penipuan - - - 1 1 
22. Kejahatan Susila  - - - 1 1 
23. Lain-Lain 2 8 3 9 22 
Jumlah 153 277 220 283 933 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (setelah diolah) 
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Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa narapidana anak-
anak telah banyak memenuhi sel atau lembaga pemasyarakatan. 
Sementara di antara lembaga pemasyarakatan yang disediakan oleh 
pemerintah di Sulawesi Selatan, hanya satu LP yang khusus menampung 
narapidana anak yakni LP Pare-Pare. Bahkan di kota Makassar yang 
merupakan ibukota provinsi Sulawesi-Selatan tidak menyediakan LP 
khusus anak. Jadi bagi narapidana anak yang tidak dipindahkan di LP 
Pare-Pare, harus bersedia dipenjara bersama-sama orang dewasa. 
B. Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dengan 
Pendekatan Restorative Justice di Makassar 
Istilah restorative justice atau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia sebagai keadilan restoratif bukan hal baru dalam hukum kita. 
Bahkan sering dipraktikkan oleh masyarakat sebelum lahirnya undang-
undang tertulis. Menurut Rosmiati dari LBH Apik Makassar, bahwa istilah 
sederhana dari restorative justice adalah musyawarah. Istilah restorative 
justice ini dikenal karena penamaan oleh orang asing yang 
mewacanakannya hingga sampai ke Indonesia. 
Konsep asli praktik keadilan restoratif berasal dari praktik 
pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk 
asli Selandia Baru. Menurut Helen Cowie, keadilan restoratif pada intinya 
terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul 
konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para 
stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan 
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masalah. Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas 
hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan 
terkait. Berlawanan dengan pendekatan hukuman tradisional terhadap 
disiplin, praktik keadilan restoratif lebih menekankan kepada para pelaku 
dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak sekadar berhenti pada 
penghukuman pelaku, tetapi pencapaian kedewasaan pada pihak terkait 
untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih 
panjang.86 
Agar dapat ditempuh jalan penyelesaian perkara pidana dengan 
pendekatan restorative justice, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 
6. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku; 
7. Persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan 
untuk memaafkan pelaku; 
8. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan 
penyelesaian secara musyawarah dan mufakat; 
9. Kualifikasi tindak pidana ringan; 
10. Pelaku belum pernah dihukum. 
LPA Sul-Sel mengaku hingga saat ini banyak kasus anak yang 
diselesaikan dengan jalan restorative justice, utamanya kasus tindak 
pidana ringan. Namun, ada juga yang gagal direstorasi disebabkan pihak 
korban tidak ingin berdamai dan meminta agar kasus diteruskan ke 
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persidangan. Perkara anak yang paling sering direstorasi adalah 
pencurian dan penganiayaan.  
Dalam penanganan perkara anak, polisi biasanya meminta bantuan 
LPA agar menjadi mediator dalam hal dilakukan restorative justice. 
Sebaliknya, LPA juga sering meminta kebijaksanaan polisi terhadap 
kasus-kasus anak agar ditempuh restorative justice, bukan meneruskan 
berkas ke kejaksaan. 
Salah satu contoh kasus yang berhasil dimediasi oleh LPA yakni 
pencurian mobil oleh seorang laki-laki bersama anaknya, hasil dari kasus 
ini yakni mobil yang dicuri kemudian dikembalikan kepada korban, dan 
anak yang turut serta melakukan pencurian dibebaskan dengan alasan di 
bawah umur sedangkan ayahnya tetap diproses. 
Berdasarkan penelitian penulis di beberapa lembaga penegak 
hukum di Makassar, terdapat beberapa versi dalam penanganan perkara 
anak dengan pendekatan restorative justice. Di tingkat kepolisian, 
restorative justice dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku, 
keluarga korban dan pelaku, aktivis perlindungan anak seperti LPA. 
Tempat pertemuan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang ada di 
kantor Polda Sul-Sel atau Polrestabes Makassar. Pernah juga polisi 
meminta agar restorative justice dilaksanakan di sekretariat LPA Sul-Sel.  
Pembicaraan dalam restorative justice meliputi kesalahan yang 
telah dilakukan oleh pelaku, mendengarkan pernyataan pelaku dan 
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korban, mendengarkan permintaan korban. Biasanya dalam hal ini, polisi 
tidak banyak turut campur. Tugas polisi pada intinya mempertemukan 
pelaku dan korban. Jika pelaku dan korban bersedia untuk berdamai, 
polisi dengan kewenangan diskresinya bisa memberhentikan perkara. 
Berikut ini adalah pola pelaksanaan restorative justice yang selama ini 
dipraktikkan oleh para narasumber dalam penelitian ini. 
Pola Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana 
  
Pada tingkat penuntutan, menurut Amri Kurniawan, salah seorang 
Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa pendekatan 
restorative justice kadang digunakan oleh penuntut umum pada saat 
proses penuntutan. Karena pada proses penuntutan, pihak pelaku dan 
korban bertemu. Jaksa kemudian mendengarkan keinginan dari pihak 
















Penuntutan (tidak ada RJ, 
namun pernyataan damai 
pelaku-korban bisa 
mempengaruhi tuntutan Jaksa) 
Persidangan (Hakim 
menawarkan RJ atau 
langsung mempraktikkan 
RJ di ruang sidang) 
RJ berhasil/gagal, 
persidangan tetap 
dilanjut hingga Hakim 
memutus perkara. 
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pelaku ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, maka proses 
restorative justice dianggap telah terlaksana pada saat itu. Namun, 
perkara tetap dilanjutkan pada tingkat persidangan. 
Hasil-hasil dari musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan dalam 
ruang sidang tidak bisa memberhentikan perkara, hanya meringankan 
tuntutan jaksa dan juga berpengaruh terhadap putusan hakim. 
Hal yang dilakukan hakim juga demikian, bahkan dalam ruang 
sidang, hakim lebih sering berinisiasi untuk melakukan musyawarah pada 
saat itu dibanding jaksa. Hakim mengupayakan perdamaian di antara 
pihak yang berperkara. Namun, apabila jalan yang ditempuh tidak 
berhasil, maka perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya. 
C. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak 
dengan Pendekatan Restorative Justice di Makassar 
Berbicara mengenai efektivitas dari penanganan perkara anak 
dengan pendekatan restorative justice, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penyelesaian perkara anak dengan cara ini adalah efektif. Karena 
beberapa kasus ringan yang telah dimediasi oleh LPA Sul-Sel terbukti 
berhasil dilaksanakan. Selain itu, penanganan perkara anak secara diversi 
dan restorative justice memiliki banyak kelebihan dibandingkan 
penyelesaian dengan peradilan formal. 
Diantara kelebihannya yakni penyelesaian secara restorative 
justice ini membutuhkan waktu dan biaya yang sedikit dan prosesnya tidak 
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panjang dan berbelit-belit. Selain itu, restorative justice ini sangat cocok 
diterapkan pada kasus anak (baik posisinya sebagai pelaku maupun 
korban), sebab penyelesaian secara restorative justice dapat 
menghindarkan anak dari trauma peradilan formal apalagi kantor polisi 
dan ruang persidangan. Kelebihan lain dari restorative justice lainnya 
yakni semua pihak berperan aktif dalam penyelesaian perkara. Korban 
merasa dihargai karena didengarkan pendapatnya, sementara pelaku bisa 
memperbaiki dirinya dengan cara bertanggung jawab atas kesalahannya, 
bukan dihukum seberat-beratnya. Terlebih budaya Indonesia mengenal 
semangat hidup gotong royong, sebagaimana yang diperkenalkan oleh 
Bung Karno. 
Sila ke-empat Pancasila juga berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah 
satu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan restorative 
justice karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan 
untuk bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan kelompok 
yang kuat dan kelompok yang lemah.87 
Meskipun penanganan perkara anak dengan cara restorative 
justice diyakini sebagai gerakan radikal bagi reformasi sistem peradilan 
anak di Indonesia, namun pada praktiknya ditemukan beberapa 
hambatan, yakni; 
                                                             
87 Ibid., hlm. 199. 
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- Konsep restorative justice kurang dipahami oleh penegak 
hukum dan masyarakat. 
- Belum ada regulasi yang jelas tentang restorative justice. 
Sehingga dalam menangani perkara, polisi masih sering 
berpedoman pada sistem peradilan formal. 
- Pihak korban tidak mau menempuh restorative justice, hal ini 
sudah pasti menggagalkan restorative justice sebab syarat 
terpenting dari pelaksanaan restorative justice adalah partisipasi 
dari semua pihak yang terkait dan adanya kesepakatan untuk 
melaksanakan restorative justice. 
Salah satu jalan agar pelaksanaan restorative justice terhadap 
perkara anak menjadi efektif adalah dengan mendirikan lembaga yang 
khusus menjadi mediator pelaksanaan restorative justice. Hal ini diusulkan 
oleh Adnan Buyung Azis dari Yayasan LBH Makassar, menurutnya harus 
ada lembaga restorative justice pada tingkat pemerintahan terkecil seperti 
desa atau kelurahan, atau di setiap kecamatan. Dengan dibentuknya 
lembaga restorative justice, bisa menguatkan pola pelaksanaan 
restorative justice yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat.  
Lembaga ini juga disebut sebagai penyelesaian pada tingkat 
komunitas. Agar setiap perkara terlebih dahulu dicarikan solusinya 






Pada bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil 
penelitian yang berlokasi di beberapa lembaga penegak hukum di 
Makassar. Saran juga penulis buat sebagai rekomendasi dalam 
pemecahan masalah hukum yang terkait dengan judul penelitian penulis. 
A. Kesimpulan 
1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Makassar telah banyak 
ditangani secara restorative justice oleh pihak polisi, lembaga 
perlindungan anak dan advokat yang peduli terhadap kepentingan 
dan masa depan anak. Beberapa kasus yang ditangani secara 
restorative justice ada yang berhasil (damai) namun ada pula yang 
gagal sehingga jalur peradilan masih menjadi jalan penyelesaian 
perkara terpopuler di kalangan masyarakat. 
2. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara 
restorative justice lebih efektif dibandingkan sistem peradilan 
pidana formal. Sulitnya melaksanakan restorative justice terhadap 
perkara anak disebabkan oleh pihak pelapor/korban yang tidak 
mau memaafkan pelaku atau meminta agar pelaku dihukum. 
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru berlaku pada tahun 2014 
mendatang, diharapkan pelaksanaan restorative justice bisa lebih 
dikenal oleh para penegak hukum. 
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B. Saran 
Beberapa saran yang menjadi rekomendasi penulis dari hasil 
penelitian ini, yakni: 
1. Masyarakat perlu menghindarkan anak-anak dari peradilan 
formal, karena pada dasarnya peradilan formal tidak baik bagi 
anak dan masa depannya. Olehnya itu, sebelum melaporkan 
perkara anak ke polisi, sebaiknya mengajak pihak korban, 
pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk duduk bersama-sama 
mencari solusi terbaik bagi anak. Pengadilan adalah jalan paling 
terakhir. 
2. Penegak hukum perlu menguasai penanganan perkara anak 
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